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WALI KOTA BANJAR,

bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan
desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana
perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
pemerintahan desa yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka menjamin pemilihan kepala desa
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan kepala desa
untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif
dan efisien;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga perlu
diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala
Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
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130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Menetapkan

dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah Kota adalah Kota Banjar.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah.

Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur
Perangkat Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat dengan BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan unsur kewilayahan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kota
adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota pada tingkat
kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.

Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang
dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan,
pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara
sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus
sebagai penutupan.

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal
Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik
Indonesia yang telah terdaftar dan mengajukan
permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada
Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala
Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
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24.

25.

26.

_5-

Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih
yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan
BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.

Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh Wali Kota untuk menjalankan tugas,
wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam
kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa
atau selama Kepala Desa melaksanakan cuti
dikarenakan kembali mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak 1
(satu) kali dalam waktu 6 (enam) tahun.
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa
pada wilayah Daerah Kota.

Pasal 3

Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 4

Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota

dengan Keputusan Wali Kota.

Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;

b. Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah
yang membidangi pemerintahan;

c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa;
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-6 -

d. Anggota terdiri atas Camat, unsur Perangkat Daerah
dan/atau instansi/lembaga lain sesuai kebutuhan;

Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kota berada pada

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala desa;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan
tingkat desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Pemilihan
Kepala Desa;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan
Kepala Desa tingkat kota;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas

Pasal 5
Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh BPD sebelum
pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir
30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji
calon Kepala Desa terpilih.
Ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Wali Kota.
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BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.

poo

persiapan;

pencalonan;
pemungutan suara; dan
penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a terdiri atas kegiatan:

a.

pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir
masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Wali
Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya panitia pemilihan; dan

persetujuan biaya pemilihan dari Wali Kota dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Pasal 8

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b terdiri atas kegiatan:

a.

b.

pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka
waktu 9 (sembilan) Hari;

penelitian  kelengkapan  persyaratan administrasi,
klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama
calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang calon;
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penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka
waktu 3 (tiga) Hari; dan

masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 9

Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib
memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.

warga negara Republik Indonesia;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar.

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa
karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang
diancam dengan pidana penjara;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika,
pshychotropika, dan zat adiktif lainnya yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama
3 (tiga) kali masa jabatan;

sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat
selama menjabat Kepala Desa;

berkelakuan baik; dan
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o. bukan sebagai pengurus partai politik.

PNS yang mencalonkan diri selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

TNI/POLRI yang mencalonkan diri selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyertakan syarat lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang
mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat
yang berwenang.

Anggota BPD yang mencalonkan diri diberhentikan dari
keanggotaannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa.

Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari
jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 10

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c terdiri atas kegiatan:

a.
b.

(1)

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
dan/atau

dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih
dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 11

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf d terdiri atas kegiatan:

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
pemungutan suara,

b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Wali
Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima
laporan panitia;

c. Wali Kota menerbitkan keputusan mengenai
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan
dari BPD; dan
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d. Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari  sejak  diterbitkan  keputusan
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
tata cara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d yaitu wakil Wali Kota atau Camat atau
sebutan lain.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa, Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya
pengaduan oleh Calon Kepala Desa.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat
Kota.

(5) Panitia  Pemilihan  Tingkat Kota  melaksanakan
musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan
pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.

(6) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Calon
Kepala Desa pengadu dan Badan Permusyawaratan
Desa.

(7) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima
penyelesaian yang diberikan oleh Wali Kota, dapat
menempuh  prosedur hukum  sesuai peraturan
perundang-undangan.

(8) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (3)
tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa
terpilih.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 13
Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu

dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan

mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan
kegiatan yang meliputi :
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pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas)
Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia
Pemilihan antarwaktu kepada penjabat Kepala Desa
paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak panitia terbentuk;

pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh
penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan
oleh Panitia Pemilihan antarwaktu;

pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh
Panitia Pemilihan antarwaktu dalam jangka waktu
15 (lima belas) Hari;

penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan antarwaktu
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh
Panitia Pemilihan antarwaktu paling sedikit 2 (dua)
orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon
yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa
untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih
dalam Musyawarah Desa.

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi
kegiatan :

1.

o

penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh
Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya
dilakukan oleh Panitia Pemilihan antarwaktu;
pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara;
pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan antarwaktu melalui mekanisme
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa
kepada Musyawarah Desa;

pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui
Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa
mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;

pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil
Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Wali Kota
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
laporan dari Panitia Pemilihan;

penerbitan  Keputusan Wali Kota  tentang
pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa
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Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan

9. pelantikan Kepala Desa oleh Wali Kota paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa
Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 15
Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi
cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban kepala Desa.

Pasal 16
PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.
Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya
selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak
sebagai PNS.
PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dberhak
mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan
lainnya sah.

Pasal 17

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.

Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
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Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa, Perangkat
Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

BAB VI
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 19
Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya
dengan Keputusan Wali Kota.
Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilantik oleh Wali kota atau pejabat yang
ditunjuk.
Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. pembacaan Keputusan Wali Kota tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Wali Kota
atau pejabat yang ditunjuk;
c. penandatanganan  berita ~acara pengambilan
sumpah /janji;
d. kata pelantikan oleh Wali Kota atau pejabat yang
ditunjuk;
e. penyematan tanda jabatan oleh Wali Kota atau
pejabat yang ditunjuk;
f.  pembacaan Amanat Wali kota; dan
g. pembacaan doa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya
setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Wali Kota.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Pasal 20
Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih.
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara
serah terima jabatan.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan
bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima
jabatan.
Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas:
a. pendahuluan;
monografi Desa;
pelaksanaan program kerja tahun lalu;
rencana program yang akan datang;
kegiatan @ yang telah  diselesaikan, sedang
dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun
terakhir;
f.  hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal pelantikan.
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis
masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa
dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

°opo g

Pasal 21

Kepala Desa yang telah dilantik oleh Wali kota atau
pejabat yang ditunjuk wajib mengikuti pelatihan awal
masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa.

Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Kepala Desa
diatur dalam Peraturan Wali Kota.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)
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BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 23

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1
(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f.  tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Wali Kota melalui

camat.

Laporan Pimpinan BPD kepada Wali Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang

terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) Wali Kota melakukan kajian untuk proses

selanjutnya.

Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa, Wali

Kota  mengangkat Penjabat sementara  dengan

mekanisme diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kota.
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Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Kepala Desa
diatur dalam Peraturan Wali Kota.
BAB VIII
TUGAS, KEWENANGAN, HAK,
DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 26
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;
f.  membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa
serta mengintegrasikannya agar mencapai

perekonomian skala produktif untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya
masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan
Desa;
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menerima  penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
mendapat jaminan kesehatan;

mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan
yang dilaksanakan; dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan
berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan
efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Desa;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa
yang baik;

mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;

memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala

Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Wali Kota;
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menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada Wali Kota;
memberikan laporan keterangan = penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir
tahun anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB IX
LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa dilarang:

a.
b.

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan
tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah  Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan
lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
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BAB X
SANKSI BAGI KEPALA DESA

Pasal 29

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Pasal
26, dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian.

Pasal 30

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Wali
kota karena :

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat S5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.

(2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dan huruf d diputus,
diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 31
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa kepada Wali Kota melalui
Camat Dberdasarkan Keputusan Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu
dengan Camat.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi Kepala Desa
diatur dalam Peraturan Wali Kota.
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BAB XI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 33

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

(2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan
suara pada pemilihan Kepala Desa serentak.

(3) Biaya pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap
berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pemilihan
Kepala Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Oktober 2023
WALI KOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara
langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dirasakan masih menyisakan
sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 perlu diselaraskan
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui beberapa
tahapan yaitu tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara,
penetapan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan serta pelantikan
calon Kepala Desa. Selain itu juga mengatur mengenai tugas, wewenang,
hak, dan kewajiban Kepala Desa serta larangan dan sanksi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas,
Pasal 25
Cukup jelas,
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penghasilan tetap setiap bulan bersumber dari Alokasi
Dana Desa.
Tunjangan kepala desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa selain Dana Desa
Penerimaan lainnya yang sah, antara lain:
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1. tambahan penghasilan Kepala Desa bersumber dari
bantuan keuangan dan sumber lain yang sah;
2. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
3. purna tugas kepala desa bersumber dari Pendapatan
Asli Desa sebesar penghasilan tetap yang diterima
pada bulan terakhir dikali jumlah tahun pada 1 (satu)
periode kepala desa yang bersangkutan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.
Selain itu kepala desa berhak mendapatkan jaminan
kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 76



